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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR: 188.43/284.a/DIK/2015
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI Z LEPAR PONGOK
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

: a. bahwa untuk meningkatkan aksebilitas peningkatan mutu pendidikan dan
menunjang pelaksanaan pembelajaran dilakukan upaya dengan titik berat
pada peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan peningkatan mutu
Good Govermance dan akuntabilitas peningkatan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Bangka Selatan;

: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4033);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 403 L)

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4432);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90);







